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ABSTRAK 
 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN KEADILAN 

RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK 

PIDANA 

Judul Tesis   : Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Keadilan Restoratif 

terhadap Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana 

 

Kejahatan korporasi telah menjadi isu penting di tengah pesatnya 

perkembangan ekonomi global, di mana korporasi tidak hanya memberikan 

manfaat bagi perekonomian, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif 

terhadap masyarakat dan lingkungan. Seiring dengan perkembangan tersebut, 

kebutuhan akan sistem hukum yang mampu mengatur pertanggungjawaban pidana 

korporasi semakin mendesak. Di Indonesia, perubahan besar terjadi dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengakui korporasi sebagai subjek 

tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi 

tersebut, serta meninjau penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus 

kejahatan yang melibatkan korporasi. Penelitian ini menggunakan Teori 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Teori Keadilan Restoratif sebagai dasar 

analisis. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menyoroti bagaimana 

korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan oleh 

pengurusnya, sementara Teori Keadilan Restoratif menekankan pentingnya 

pemulihan kerugian akibat tindak pidana, baik bagi korban maupun masyarakat. 

Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif menawarkan mekanisme 

alternatif yang lebih inklusif dan berfokus pada perbaikan, bukan semata-mata pada 

hukuman. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan deskriptif-analitis, di mana data sekunder seperti undang-undang, 

jurnal, dan teori hukum digunakan sebagai bahan analisis. Fokus utama terletak 

pada bagaimana penerapan KUHP Nasional dapat mengakomodasi 

pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih adil dan proporsional. Selain itu, 

penelitian ini juga meneliti efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam konteks 
kejahatan korporasi, serta bagaimana mekanisme ini dapat menjadi solusi yang 

lebih manusiawi dan konstruktif dalam penanganan tindak pidana korporasi. 

Upaya dalam mencapai keadilan restoratif dapat memberikan kontribusi 

signifikan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana 

korporasi, seperti melalui pembayaran kompensasi, pemulihan lingkungan, dan 

dialog antara korban dan pelaku. Pendekatan lebih efektif dibanding pendekatan 

retributif yang hanya berfokus pada hukuman. Penelitian ini mengungkap tantangan 

dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam mengidentifikasi tanggung 

jawab pengurus di dalam struktur korporasi serta memastikan bahwa korporasi 

benar-benar memenuhi kewajiban pemulihan. Pembaruan dalam hukum acara 
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pidana diperlukan untuk mengakomodasi penerapan keadilan restoratif dan 

pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif.  

Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum pidana, KUHP Nasional 
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ABSTRACT 
 

Title   : Criminal Liability and the Application of Restorative Justice to 

Corporations as the Subject of Criminal Acts 

 

Corporate crime has become an important issue in the midst of rapid global 

economic development, where corporations not only provide benefits to the 

economy, but also have the potential to have a negative impact on society and the 

environment. Along with these developments, the need for a legal system that is able 

to regulate corporate criminal liability is increasingly urgent. In Indonesia, a major 

change occurred with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the 

Criminal Code (KUHP Nasional) which recognizes corporations as the subject of 

criminal acts. This study aims to analyze the changes in regulations, as well as 

review the application of restorative justice in resolving crime cases involving 

corporations. This study uses the Theory of Corporate Criminal Liability and the 

Theory of Restorative Justice as the basis for analysis. The Theory of Corporate 

Criminal Liability highlights how corporations can be held criminally responsible 

for actions committed by their managers, while the Theory of Restorative Justice 

emphasizes the importance of recovering losses due to criminal acts, both for 

victims and the community. In this context, the restorative justice approach offers 

an alternative mechanism that is more inclusive and focuses on reparation, rather 

than solely on punishment. 

The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical 

approach, where secondary data such as laws, journals, and legal theories are used 

as analysis materials. The main focus lies in how the implementation of the National 

Criminal Code can accommodate corporate criminal liability in a fairer and 

proportionate manner. In addition, this study also examines the effectiveness of the 

implementation of restorative justice in the context of corporate crime, as well as 

how this mechanism can be a more humane and constructive solution in handling 

corporate crimes. 

Efforts to achieve restorative justice can make a significant contribution to 

redressing losses caused by corporate crimes, such as through compensation 

payments, environmental restoration, and dialogue between victims and 

perpetrators. The approach is more effective than the retributive approach that 

focuses only on punishment. This study reveals challenges in the implementation of 

restorative justice, especially in identifying the responsibilities of administrators 

within the corporate structure and ensuring that the corporation truly fulfills its 

recovery obligations. Reform in the criminal procedure law is needed to 

accommodate the application of restorative justice and more comprehensive 

corporate criminal liability.  

Keywords: Corporation, criminal law subject, National Criminal Code 
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